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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di 

Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Komunikasi 

Pemerintah Desa Umaklaran dalam berkomunikasi atau menyampaikan 

kebijakan kepada pelaksana kebijakan atau implementor tidak jelas dan 

juga tidak melibatkan masyarakat dalam rapat musyawarah bersama 

untuk melaksanakan pembangunan jalan di Desa Umaklaran sehingga 

pelaksana sulit menjelaskan kepada masyarakat dan 

mengimplementasikan. 

2. Sumber Daya 

Desa Umaklaran dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan 

menyediakan sumber daya manusia (pelaksana kebijakan pembangunan 

jalan) dengan cukup baik, sumber daya finansial (anggaran) dan sumber 

daya materialnya (alat dan bahan-bahan) cukup namun dalam 

pelaksanaannya sumber daya manusia kurang bertanggungjawab 

sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tidak efektif. 
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3. Disposisi/Sikap Pelaksana 

Desa Umaklaran dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sikap 

para pelaksana pembangunantidak jujur dan bertanggung jawab. 

Pembangunan jalan dapat terselesaikan namun tidak sesuai harapan 

karena jalan sekarang sudah kembali rusak dan berlubang-lubang 

disepanjang jalan sehingga masyarakat menganggap bahwa 

pembangunan tidak tepat. 

4. Struktur Birokrasi 

Pelaksana kebijakan pembangunan di Desa Umaklaran melakukan 

tugas dan kewenangan sesuai dengan yang telah diberikan tetapi kurang 

bertanggungjawab dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan 

sehingga pembangunan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan 

Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu 

maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal diantaranya: 

1. Kebijakan terkait pembangunan infrastruktur jalan di Desa Umaklaran 

harus diinformasikan kepada masyarakat. 

2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, sumber daya finansial 

dan sumber daya material. 
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3. Kepala Desa dan stafnya harus bersikap jujur dan bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pembangunan dan anggaran yang dikelola.  

4. Kepala desa dan stafnya harus komitmen, jujur dan bertanggung jawab 

terhadap tugas dan kewenangan yang diberikan. 
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